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Robithul Hammam 5117500245, “TINJAUAN HUKUM PROSES MEDIASI 
PENYELESAIAN PADA SENGKETA PERTANAHAN SELAMA MASA 
PANDEMI COVID-19 (Studi Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal )” 
tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji 
tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebelum dan sesudah masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. jenis penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan (library research), data-data atau bahan yang 
diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik 
berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan  sebagainya yang 
berkaitan dengan proses mediasi penyelesaian pada sengketa pertanahan selama 
masa pandemi covid-19. Metode pengumpulan data penelitian ini di lakukan dengan 
cara Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research).  
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan Tahapan 
penyelesaian sengketa pertanahan sebelum masa pandemi Covid-19 di Kantor 
Pertanahan Kabupaten  Tegal yakni (a) pengaduan dan informasi kasus melalui 
Loket pengaduan, dan deregister, (b) pengkajian kasus / telaah kasus berdasarkan 
data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, hasilnya dikaji penerapan 
hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan konflik (c) 
penanganan kasus dan gelar kasus meliputi (1)  gelar internal, (2) gelar eksternal, dan 
(3) gelar mediasi, (d) penyelesaian kasus melalaui jalur hukum/pengadilan. 
Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan 
pengadilan 
 























 Robithul Hammam 5117500245, "LEGAL REVIEW of THE MEDIATION 
PROCESS FOR SETTLEMENT of LAND DISPUTES DURING the PERIOD of 
PANDEMIC COVID-19 (Legal studies at the Land Office of Tegal District)" The aim 
to be achieved in the writing of this thesis is to review the stages of mediation in the 
settlement of land disputes before and after the Covid-19 This type of research is the 
library research, data or materials needed in completing the research came from the 
literature of both journal books, literature, books, research reports, and so on 
related to the process of mediation of settlement in land disputes during the Covid-19 
pandemic. This method of collecting the research data is done by means of Library 
Research and Field Research.  
 The results of the research obtained in this study showed the stages of 
settlement of dispute land prior to the Covid-19 pandemic in Tegal District office i.e. 
(a) Complaints and case information through the complaint counter, and deregister, 
(b) Case assessment/Study of cases based on juridical data, physical data and/or 
other supporting data, the results are examined for the application of the law which 
further results in the recommendations of the handling of conflicts (c) case handles 
and case degrees include (1) internal degrees, (2) external degrees, and (3) 
mediation degrees, (d) Case resolution through Settlement of disputes and land 
conflicts to implement a court ruling 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Sengketa tanah tidak dapat dihindari di era sekarang, ini disebabkan karena 
berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi, sementara jumlah bidang tanah 
terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan 
tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk 
itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian 
sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, 
yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena 
tanah tersebut dalam sengketa.1  
  Dalam perwujudan yang digunakan atas tuntutan masyarakat dengan 
tujuan menyelesaiakan suatu sengketa yang cepat, tidak berlarut-larut, dan tidak 
merugikan salah satu pihak. Mediasi dalam Bahasa Inggris yaitu “Mediation” atau 
menengahi, yang artinya dalam penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan 
orang / pihak ketiga sebagai penengah atau orang yang menengahi penyelesaian 
sengketa. mediasi adalah suatu cara dalam penyelesaian sengketa atau 
penyelesaian sengketa diluar peradilan (nonlitigasi) yang di bantu orang / pihak 
ketiga yang bersifat netral, tidak berpihak kepada siapapun, serta tidak sebagai 
                                                          
1Gunawan Wiradi, Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap 
Perekonomian Negara, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan “Satu Abad 





pengambil keputusan yang disebut dengan mediator. Dampak dari konflik 
pertanahan ini, tidak saja kekerasan struktural dan kemiskinan strukural tetapi 
juga ketidakpastian status tanah, yang berarti juga terhalanginya kepastian hukum 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya juga 
konflik pertanahan yang bersifat privat maupun struktural adalah wujud dari 
lemahnya adminitrasi pertanahan yang memerlukan reformasi birokrasi 
pertanahan.  Namun demikian, birokrasi masih dicitrakan sebagai suatu yang 
bertele-tele, sering rapat, sering seminar, banyak bicara, saling menyalahkan, suka 
membuat berbagai panitia, jam karet, buang waktu, tidak efisien dan korup yang 
pada akhirnya berujung pada sentralisasi kekuasaan pada pimpinan. Birokrasi 
memiliki ciri bahwa warisan birokrasi akan menjadi hambatan besar untuk 
mewujudkan good governance berupa birokrasi yang berbudaya pelayanan.2   
Adminitrasi pertanahan dan birokrasi pertanahan di Indonesia telah banyak 
diwarnai sebuah periode komersialisasi dan sektoralisasi pertanahan ketika 
pertanahan dijadikan modal pembangunan yang berorientasi pertumbuhan yang 
merupakan ciri khas dari pembangunanisme (developmentalism) dan neo 
liberalisme.  
 Dalam hal ini perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria dengan rakyat 
pedesaan mencuri kesempatan untuk memperkuat klaim mereka di tengah wabah 
Covid-19, karena adanya permasalahan Covid-19  ini banyak yang tertunda, 
bahkan menghambat kinerja  petugas Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal dalam 
proses sengketa tanah  menurut laporan para masyarakat. Sejak kasus virus corona 
                                                          
            2Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan 






dikonfirmasi pertama kali pada 2 Maret 2020, dua orang telah tewas dan empat 
ditangkap sehubungan dengan sengketa lahan.  
         Masyarakat telah mengecam peningkatan konflik, dengan mengatakan 
perusahaan-perusahaan tidak boleh mencuri kesempatan untuk memajukan 
kepentingan mereka sendiri (yang seringkali ilegal), di saat negara berfokus untuk 
menangani pandemi Covid-19.   
        Makna mediator menunjukan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga 
(Mediator) harus pada posisi netral dan tidak berpihak kepada siapapun dalam 
menyelesaikan sengketa. Tujuanya adalah mencapai suatu kesepakatan dalam 
penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada para pihak yang 
merasa dikalahkan dan juga dirugikan. Pihak ketiga atau netral tersebut adalah 
mediator yang bertujuan memberikan bantuan secara adil dan benar kepada pihak-
pihak yang melakukan mediasi tersebut. Berikut adalah unsur-unsur penting 
mengenai mediasi, yaitu :  
1. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui cara perundingan yang 
berlandaskan pendekatan terhadap pihak bersengketa.   
2.  Pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak mediator selaku 
orang ketiga. Dalam hal ini mediator wajib menjaga kepentingan para pihak 
yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhakan rasa kepercayaan dari 
para pihak yang bersengketa.   
3. Mediator dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencarikan 
solusi dalam penyelesaian sengketa, namun mediator tidak mempunyai 
kewenangan memutus.  Apabila terjadi suatu sengketa pertanahan yang 





menyelesaikan sengketa pertanahan ditentukan oleh kemampuan mediator 
dalam menengahi sengketa pertanahan yang dilakukan para pihak.   Tujuan 
dari pada seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk 
menyelesaian sengketa mereka, tetapi lebih dari itu, dengan mengidentifikasi 
kepentingankepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan 
datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima 
oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa 
mereka telah menemukan standard keadilan personal.3     
         Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selain mengupayakan pendaftaran 
tanah dengan menggunakan protokol Covid-19 yang ketat, namun tetap 
mendukung bergeraknya dunia usaha, memberikan relaksasi terhadap pelayanan 
penetapan hak atas tanah.  Terdapat kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai hingga 31 Desember 2020. Perpanjangan 
tersebut berdasarkan putuskan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Keputusan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
88.1/SK-HR.01/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang perpanjangan jangka 
waktu berlakunya hak atas tanah, dan jangka waktu pendaftaran surat keputusan 
pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah yang telah atau akan 
berakhir pada masa status tanggap darurat Covid-19.  
          Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka menarik 
penulis untuk mengambil tema “Tinjauan Hukum Proses Mediasi Penyelesaian 
                                                          





Pada Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Hukum di 
Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal )”, sebagai judul penelitian ini. 
 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah tahapan penyelesaian sengketa pertanahan sebelum masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal? 
2.  Bagaimanakah tahapan penyelesaian sengketa pertanahan sesudah masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengkaji tahapan penyelesaian sengketa pertanahan sebelum masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. 
2. Untuk mengkaji tahapan penyelesaian sengketa pertanahan sesudah masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. 
 
C. Manfaat Penelitian  
Penyusunan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 







1. Manfaat Teoritis  
a. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum 
yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang 
terjadi dalam masyarakat. 
b. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai 
persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Kegunaan Praktis  
Kegunaan Praktis Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana  
mekanisme mediasi penyelesaian sengketa pertanahan selama masa 
pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal 
c. Untuk masyarakat : penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk masyarakat 
umum tentang mekanisme mediasi penyelesaian sengketa pertanahan 
selama masa pandemi Covid-19di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal . 
d. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal : Penelitian ini di harapkan 
dapat membantu penyelesaian sengketa pertanahan selama masa pandemi 
Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Studi Penelitian Terdahulu 
Peneliti terdahulu di gunakan oleh peneliti untuk membandingkan 





segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. 
Selain itu peneliti terdahulu di gunakan sebagai insipirasi oleh peneliti untuk 
menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Ada sejumlah penelitian yang mengangkat : 
 
No Judul Peneliti Pembahasan 
Rumusan Masalah 
1. Penyelesaian 
sengketa hak atas 
tanah melalui 




Tommy is Yudistiro 1. Bagaimana 
prosedur 
penyelesaian 
sengketa hak atas 
tanah melalui 




2. Bagaimana tingkat 
keberhasilan 
sengketa hak atas 
tanah melalui 
























tanah di kecamatan 
Karanganyar melalui 


















Azka Juhadul ulya  1. Apakah Proses 
penyelesaian 
sengketa pertanahan 
melalui mediasi di 
Kantor Pertanahan 
Kabupaten Cilacap 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan 
yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.4  
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 
karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 
tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, 
laporan penelitian, dan  sebagainya yang berkaitan dengan proses mediasi 
penyelesaian pada sengketa pertanahan selama masa pandemi covid-19. 
2. Pendekatan Penelitian  
 Pendekatan Penelitian di lakukan dengan pendekatan secara normatif 
dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif,  yaitu pendekatan 
yang di lakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-
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peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan 
penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 
resmi dan sumber lain yang kaitanya dengan permasalahan yang di teliti. 
Pendekatan empiris, yaitu pendekatan dilakukan dengan melihat pada 
kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten 
lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 
permasalahan yang di teliti.5 
3. Data yang Digunakan 
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang  mendukung  keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria  
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional  
5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN 
dan Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Seksi dan Urusan serta Sub 
Seksi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Madya  
                                                          






6) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kapala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1/1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan  
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tantang Mediasi 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pertanahan Nasional  
8) Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan  
9) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan  
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni  proses 
mediasi penyelesaian pada sengketa pertanahan selama pandemi Covid-19 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data penelitian ini di lakukan dengan cara : 
a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan serangkaian 
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan 
literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 
b. Studi Lapangan (Field Research) di lakukan sebagai usaha pengumpulan data 





jawab dalam wawancara Terstruktur dengan di sertai pedoman wawancara 
yang telah di persiapkan  sebelumnya. 
5. Metode Analisis Data  
Metode Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, 
sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumuman data, 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secar logis dan sistematis, 
kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini 
khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan produser dan tata 
cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum 
dalam perundang-undangan.  
Pada penelitian hukum metode deskriptif dapat diartikan sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 
subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat 
dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
atau apa adanya. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 
tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian. 
 
G. Sistematika Penulisan : 
Bab I Pendahuluan yang terdiri dari  (1)   latar belakang masalah, (2) rumusan 
masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) tinjauan 





Bab II Tinjauan Konseptual yang terdiri dari  (1) Tinjauan tentang Tanah, (2) 
Tinjauan tentang sengketa pertanahan, (3) Tinjauan Tentang 
Mediasi, (4) Pengertian Mediasi, (5)  tahapan Proses Mediasi,  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari : (1) Tahapan 
mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam masa 
pandemik covid 19 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, (2)  
Pembahasan 



















BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Sengketa Tanah 
1. Pengertian Tanah 
         Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.1 
Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan 
hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi 
orang lain. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar 
Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 
ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai 
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum”. Didalam UUPA sampai saat ini masih 
dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional, UUPA mengatur 
hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 
kecuali hak pengelolaan. Namun demikian, UUPA tidak memberi pengertian 
secara eksplisit tentang hukum pertanahan. UUPA hanya menyebutkan 
pengertian hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 
                                                          






(1) yang menyebutkan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hokum.2   
           Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. 
Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa 
istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai 
dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi 
oleh UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari 
Negara…ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, 
sehingga dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan 
ukuran panjang dan lebar. 
         Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 
disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 
bumi saja.  Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 
penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang 
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yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak 
atas tanah bukan nhanya memberikan wewenang untuk mempergunakan 
sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, 
tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di 
atasnya.  Dengan demikian makna yang dipunyai dengan hak atas tanah itu 
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari npermukaan bumi. Tetapi 
wewenang menggunakan yang bersumber npada hak tersbeut diperluas hingga 
meliputi juga penggunaan “sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan 
air serta ruang yang ada di atasnya”.  
         Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan 
menggunakannya. Dan itu pun ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam 
Pasal 4 ayat (2) dengan kata-kata : sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas 
menurut undang-undang ini (yaitu : UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang 
lebih tinggi.   
          Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa 
ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan 
penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan 
tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penggunaan tubuh bumi itu 
harus ada hubungannya langsung dengan gedung yang dibangun di atas tanah 
yang bersangkutan. Misalnya untuk pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk 





dengan pembangunan dan penggunaan gedung yang dibangun.Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia tanah adalah (1) permukaan bumi atau lapisan bumi 
yang di atas sekali, (2) keadaan bumi di suatu tempat, (3) permukaan bumi 
yang diberi batas, (4) bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu 
(pasir, cadas, napal dan sebagainya). 3  
         Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang 
disebut permukaan bumi.Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah 
dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu 
tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari 
bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai 
dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelaslah 
bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak 
atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, 
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.4 Tanah yang dimaksud disini 
adalah hanya mengatur tentang haknya saja, yaitu hak atas tanah tersebut yang 
sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1).Dimana hak-
hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari beberapa macam, yang 
dapat didapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan 
hukum.  
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15 Agustus 2020. 





 2. Macam-macam Hak Atas Tanah  
Hak atas tanah tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang 
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang 
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan 
itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak 
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Dengan adanya Hak 
Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, 
yaitu bahwa : “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.  
Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 
sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara 
memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, 
sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut.5  
Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang 
menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyakatan bahwa : “Hak-hak 
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atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi 
dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi”.  
Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:  
a. Hak Milik;  
b. Hak Guna Usaha;  
c. Hak Guna Bangunan;  
d. Hak Pakai;  
e. Hak Sewa;  
f. Hak Membuka Tanah;  
g. Hak Memungut Hasil Hutan; 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagaimana disebut dalam Pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA).  
         Hak-hak atas tanah tersebut diatas yang bersifat sementara diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Hak-hak yang 
bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, 
ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa 
Tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifatsifatnya yang bertentangan 
dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam 





Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menjelaskan pengertian tanah 
yang bersifat tetap, tetapi UUPA memberi pemahaman terkait macam-macam 
hak atas tanah yang bersifat tetap.  
a. Hak Milik Berdasarkan ketentuan pasal 20 UUPA bahwa hak milik adalah 
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah. 1) Hak milik oleh pribadi 12 2) Hak milik oleh badan hukum 3) Hak 
milik oleh lembaga keagamaan dan sosial  
b. Hak Guna Usaha Pengertian hak guna usaha diatur dalam pasal 28 ayat (1) 
UUPA yang berbunyi: hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau 
perkebunan.  
c. Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan secara keseluruhan dalam UUPA 
diatur dalam Pasal 35 sampai 40. 
           Pasal 35 ayat (1) UUPA menyebutkan: hak guna bangunan adalah hak 
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang 
bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun.  
 
d. Hak Pakai  
Pengertian hak pakai diatur dalam pasal 41 UUPA yang menyebutkan: 
hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai oleh orang lain, yang memberi wewenang dan 
kewajiban yang ditentukan dalan kepeutusan pemberiannya oleh pejabat 





tanahnya, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan UUPA. 
3. Sengketa Tanah 
a. Pengertian Sengketa Tanah 
          Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang 
perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara 
sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang 
membedakan deinisi sengketa tanah dengan definisi konflik pertanahan.6 
Lebih lanjut pengertian sengketa tanah diatur dalam Peraturan Menteri 
Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan Pasal 1 butir 
1:“sengketa tanah adalah perbedaan pendapat mengenai :  
1) Keabsahan suatu pihak.  
2) Pemberian hak atas tanah.  
Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti 
haknya antara pihah-pihak yang berkepentingan dengan instansi/ Kantor 
Pertanahan Nasional. 
 Pada hakikatnya sengketa tanah merupakan benturan kepentingan 
(conflick of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa.7   
Sengketa tanah secara umum dapat berupa masalah yang menyangkut 
prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak atas tanah yang 
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7 Rasmadi Murad.  Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Penerbit Alumni, 





berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya,bantahan terhadap 
suatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian 
hak, kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 
peraturan yang tidak benar.  
Faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  konflik atau sengketa tanah 
adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut 
dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik atau sengketa tanah. 
Menurut Dorcey (Mitchell) sebagaimana dikutip oleh Sutaryono dkk, 
menyebutkan bahwa ada 4 (empat) dasar atau penyebab terjadinya konflik, 
yaitu: (1) perbedaan pengetahuan atau pemahaman; (2) perbedaan nilai; (3) 
perbedaan kepentingan; dan (4) persoalan pribadi atau karena latar belakang 
sejarah.  Ada beberapa hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, 
antara lain: Perbedaan tujuan dan kepentingan; Perbedaan pemahaman; 
Perbedaan individu atau kepribadian; Perbedaan cara pandang; Perbedaan 
latar belakang budaya; dan Perubahan-perubahan nilai yang cepat.   
Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh 
beberapa ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, 
mediare yang berati ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang 
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 
menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga 
bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak 





pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan 
kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. 8   
  Secara resmi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia 
menurut penjelasan Pasal 53 Undang Undang  Nomor 9 Tahun 2004 
mengacu pada Undang Undang  Nomor 28 Tahun 1999, yaitu terdiri dari 
asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 
profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara dan 
asas kepentingan umum. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, sesuai yang dikemukakan oleh Sarjita, bahwa: 
“penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan  menjadi  2, yaitu 
penyelesaian melalui  jalur pengadilan/Ligitasi dan jalur non pengadilan 
(Perudingan/musyawarah atau negotiation, Konsiliasi/conciliation, 
Mediasi/mediation, Arbitrase/arbitran). Apabila usaha musyawarahnya 
tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan/pihak yang 
bersengketa dapat mangajukan masalahnya ke Pengadilan (Pengadilan 
Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara)”.  
b. Penyelesaian Sengketa Pertanahan 
       Untuk dapat jalan dalam  penyelesaian sengketa pertanahan, maka 
tidak terlepas untuk memahami terlebih dahulu berbagai akar permasalah 
pertanahan terlebih dahulu. Akar permasalah pertanahan dalam garis 
besarnya dapat ditimbulkan oleh hal – hal sebagai berikut :  
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1) Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan 
kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, misalnya hak 
atas sumber daya agraria termasuk tanah, kepentingan prosedural 
maupun kepentingan psikologis. 
2) Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena : pola perilaku 
atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber 
daya yang tidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak 
seimbang; serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat 
kerja sama.  
3) Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan 
untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaan gaya hidup, 
idiologi atau agama/kepercayaan.  
4) Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, 
persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah; penggunaan 
perilaku yang negatif.  
5) Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; 
informasi yang keliru; pendapat yang berbeda tentang hal – hal yang 
relevan; interpretasi data yang berbeda; dan perbedaan prosedur 
penilaian.9  .Maka dari akar permasalah yang ditemukan di atas dapat 
dijadikan titik tolak dalam peyelesaian sengketa pertanahan tersebut.    
Mekanisme penyeleasaian sengketa yang pada umumnya yang ditempuh 
oleh Kantor Pertanahan Nasional adalah :  
                                                          
9Maria Sumardjono, Reformasi Hukum Pertanahan”, Makalah, Seminar Sehari Memperingati 






1) Jika ditemukan cacat administratif karena adanya kekeliruan data awal, 
maka dilakukan koreksi administratif.  
2) Bila kedua belah pihak saling terbuka, maka diupayakan musyawarah 
yang difasilitasi oleh KPN.  
3) Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi 
antarsektor. Bila semua usaha telah menemui kegagalan, utamanya bila 
obyek sengketa berkenaan dengan masalah “hak” yang berkaitan dengan 
kebenaran material, maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan 
4. Perbedaan Kasus Sengketa Pertanahan Pada Sebelum Masa Pandemi COVID-
19 dan Saat Pandemi COVID-19 
a. Kasus Sebelum Pandemi Covid-19  
         Di Kabupaten Tegal terdapat lahan sengketa tanah yang ditempati 
SMA N 1 Slawi diketahui milik TNI-AD karena pemilik lahan masih sama-
sama milik instansi pemerintah. Tetapi dalam persoalan ini pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah  menyelesaikan permasalahan aset daerah agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Langkah kedepannya 
mediasi sehingga ada solusi pada sengketa lahan tersebut. Pemerintah akan 
lebih mementingkan dan tetap fokus dalam proses belajar mengajar10. 
b. Kasus Saat Pandemi COVID-19 
        Di Kabupaten Tegal terdapat seorang yang bernama Kirno yang 
memiliki sertifikat tanah kemudian sertifakt tanah tersebut digadaikan ke 
Bank BRI, dan Kirno tidak dapat menebus sertifakat tersebut, sehingga 
                                                          






melebihi jatuh tempo dan pihak Bank melelang sertifakat tanah itu. Kasus 
ini masih berlanjut saat pandemi COVID-19 sampai 2 tahun kedepan11. 
 
B. Tinjauan Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi  
        Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan 
bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak 
dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) 
yang saling menguntungkan para pihak.  Mediasi pada intinya adalah : “a 
process of negotiations facilitated by a third person who assist disputes to 
pursue a mutually agreeable settlement of their conflict.”  
 Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-
ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan 
merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. 
Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-
sama  menemukan  jalan  keluar yang disepakati.   
        Nolan  Haley seperti dalam buku yang dikutip Sujud Margono,12 
medefinisikan mediasi adalah :  
”A short term structured task oriented, pertipatory invention process. 
Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach 
a mutually acceptable agreement”.  Serta Kovac mendefinisikan mediasi 
adalah sebagai: ”facilitated negotiation. It process by which a neutral 
third party, the mediator, assist disputining parties in reaching a 
mutually satisfaction solution”.  
                                                          
           11 Diperoleh dari Notaris/PPAT  Endang Widyastuti.S.H.M.kn,slawi Pada Tanggal 17 Juni 
2020 
            12 S ujud Margono. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Penerbit Alumni. 






          Dapat ditarik kesimpulan dari rumusan di atas bahwa pengertian 
mengenai mediasi mengandung unsur – unsur sebagi berikut : 13 
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan.  
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 
perundingan.  
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 
penyelesaian.  
d.  Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama 
perundingan berlangsung.  
e. Tujuan mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang 
dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.  
 Dari poin – poin tersebut maka mediasi dapat diartikan sebagai proses 
penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat  atau 
menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak - pihak yang ditengahi 
oleh mediator yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung 
dalam perundingan, dimana mediator bertugas untuk membantu para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat 
keputusan selama perundingan berlangsung.   
 Aria S. Hutagalung  menegaskan mediasi memberikan kepada para 
pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir 
                                                          
              13 Sujud Margono, ADR dan Arbitrase “Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum, 





perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau 
paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-
win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh 
beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap 
sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihakpihak dan memberikan hasil 
yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 
menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.14  
         Maria SW.Sumardjono menyatakan segi positif mediasi sekaligus 
dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata 
tergantung pada itikad baik para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama 
tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan 
kepada pengadilan.15 Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (final and 
binding) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam 
bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum 
perjanjian.   
           Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan 
dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di 
muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian 
lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat 
lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian 
sengketa.   
                                                          
14 Ari S Hutagalung. Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Bandung: Penerbit 
Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56 
15 Maria Sumardjono, Reformasi Hukum Pertanahan”, Makalah, Seminar Sehari 







            Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu 
masalah, bukan sekedar merupakan norma maupun menciptakan ketertiban 
belaka, maka pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
umum, yaitu :  
1) Sukarela Karena disini para pihak mempunyai kehendak yang bebas 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, yang 
dimaksudkan agar dikemudian hari tidak timbul keberatan keberatan 
atas kesepakatan  dalam penyelesaian sengketa tersebut.  
2) Independen dan tidak memihak dalam proses maupun hasil dari 
penyelesaian secara mediasi haruslah bebas dari pengaruh baik dari 
para pihak sendiri maupun dari pihak meditor. Dalam proses mediasi 
seorang mediator haruslah netral.  
3) Hubungan personal antar pihak hubungan antar pihak diupayakan dapat 
selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai.  
 Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak 
yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahanya. Tipe Mediator:  
1) Mediator Jaring Sosial (Social Network Mediator) - Tokoh-tokoh 
masyarakat / informal misalnya : ulama atau tokoh agama, tokoh adat, 
tokoh pemuda, biasanya mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. 
- penyelesaian sengketa didasari nilai-nilai sosial yang berlaku : nilai 
keagamaan /religi, adat kebiasaan, sopan santun, moral,  
2) Mediator sebagai Pejabat yang berwenang (Authoritative Mediator) 





sengketa yang ditangani. Disyaratkan orang yang mempunyai 
pengetahuan dengan sengketa yang ditangani.  
3)  Mediator Independen (Independent Mediator) - Mediator professional, 
orang yang berprofesi sebagai mediator, mempunyai legitimasi untuk 
melakukan negosiasinegosiasi dalam proses mediasi. - Konsultan 
hukum, pengacara, arbiter.  
2. Tahapan Proses Mediasi  
Riskin dan Westbrook dalam buku yang ditulis Sujud Margono membagi 
proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut : 
1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi. 
2) Memahami masalah- masalah. Membangkitkan pilihan- pilihan 
pemecahan masalah.  
3)  Mencapai kesepakatan.  
4) Melaksanakan kesepakatan. Kovach membagi proses mediasi dalam 9 
(sembilan) tahapan sebagai berikut :  
a) Penataan atau pengaturan awal.  
b)  Pengantar atau pembukaan oleh mediator.  
c)  Pernyataan pembukaan oleh para pihak.  
d)  Pengumpulan informasi.  
e)  Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kasus.  
f)  Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah.  
g) Melakukan tawar menawar.  
h) Kesepakatan. 

























BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebelum Masa Pandemi Covid-
19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. 
            Salah satu program prioritas dari Badan Pertanahan Nasional adalah terkait 
penanganan kasus pertanahan, dimana telah diketahui bersama bahwa kasus 
pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan 
kepada Badan Pertanahan Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, 
penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan 
nasional. Salah satu kebijakan yang digunakan sebagai rujukan atau dasar dalam 
penanganan kasus pertanahan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal 
adalah merujuk pada aturan di bidang pertanahan terkait dengan penyelesaian 
sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Peraturan yang dimaksud yakni 
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, 
diharapkan penyelesaian kasus pertanahan dapat dijalankan secara lebih efektif. 
1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
          Kantor Pertanahan kabupaten Tegal dulu berada di Kota Tegal yang 
tepatnya sekarang menjadi Kota Tegal, tetapi sejak tahun 1994 Kantor 
pertanahan Kabupaten Tegal pindah ke Kota Slawi yang terletak di Kota Slawi 
yaitu di Jalan Raya Ahmad Yani Kabupaten Tegal. Pindahnya Kantor 





daerahdaerah yang ternaung dalam Kabupaten Tegal, karena letaknya yang 
terlalu jauh sangat menghambat aktivitas kerja baik dalam pelayanan maupun 
proses kerja para pegawai.  
        Atas dasar itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat maka sejak tahun 1994 sampai sekarang Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal pindah ke Jl.Ahmad Yani Slawi agar masyarakat 
dalam melakukan pendaftaran maupun pengajuan permohonan yang 
menyangkut pertanahan dapat berjalan lancar dan baik. 2. Struktur Organisasi 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Struktur organisasi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal, meliputi: 
a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai pimpinan 
b. Kepala Sub Tata Usaha membawahi:  
1) Kepala Urusan Keuangan 
2) Kepala Urusan Umum  
3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi:  
    a) Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah. 
    b) Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah. 
4) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi: 
    a) Kepala Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah 
    b) Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah  
5) Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah membawahi: 
    a) Kepala Sub Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah  
    b) Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah 





 6) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi: 
 a) Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi 
 b) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi 
 c) Kepala Sub Seksi Peralihan Hak.  
     Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur organisasi di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal adalah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1989 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Surat 
Keputusan Kepala BPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah BPN di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tugas 
dan fungsi itu adalah sebagai berikut: 26 Tugas dan Fungsi Kantor 
Pertanahan Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, bahwa Kantor Pertanahan di 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor 
Pertanahan adalah instansi vertikal BPN yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.  
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dipimpin oleh seorang kepala. Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi BPN dalam lingkungan wilayah Kabupaten Tegal, 
khususnya dalam pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.   






 a. Meyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, 
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran 
dan pendaftaran tanah. 
b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan 
tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, 
pengukuran dan pendaftaran tanah.  
c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Selain tugas dan 
fungsi dari Kantor Pertanahan diatas, adapun tugas dan fungsi dari 
susunan organisasi yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
yaitu sebagai berikut:  
1) Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian tata usaha mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub bagian tata usaha 
mempunyai fungsi:  
a) Melakukan urusan keuangan dilingkungan kantor pertanahan.  
b) Melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah 
tangga kantor pertanahan.  
2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Seksi pengaturan 
penguasaan tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan 
kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan 
bersama, pengalihan hak atasa tanah, pembayaran ganti rugi dan 
penyelesaian masalah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 
seksi pengaturan penguasaan tanah mempunyai fungsi sebagai 





pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama 
atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan. b. 
Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data, 
pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah 
kelebihan maksimum absentee dan tanah partikelir, serta 
pemberian izin pengalihan dan penyelesaian masalah. 28 3. 
Seksi Penatagunaan Tanah Seksi penatagunaan tanah 
mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana 
penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah 
kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan 
penggunaan tanah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 
seksi penatagunaan tanah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. 
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatahunaan 
tanah. b. Menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, 
memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat 
dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah. 4. 
Seksi Hak-hak Atas Tanah Seksi hak-hak atas tanah mempunyai 
tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak-hak 
atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah 
pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi hak-
hak atas tanah mempunyai fungsi: a. Menyiapkan penyelesaian 
pengurusan hak-hak atas tanah b. Menyiapkan penyelesaian 
pengadaan tanah. c. Menyiapkan penyelesaian masalah 





pengukuran dan pendaftaran tanah mempunyai tugas melakukan 
pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, 
peralihan  pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pengukuran dan 
pendaftaran tanah mempunyai fungsi:  
a. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan 
pendaftaran konversi milik adat.  
b. Menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan 
pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan 
sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan 
warkah dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.  
c. Menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan 
bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian 
dibidang pangukuran dan pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal sebagai sumber data pertanahan dan sumber 
pelayanan, untuk melaksanakan hal tersebut di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994, yaitu 
dengan sistem pelayanan loket yang diberikan kepada masyarakat. 
Adapun sistem pelayanan dan pelaksanaan dibidang pertanahan yang 
didasarkan dengan sisitem loket sebagai berikut:  
Loket I : pelayanan informasi Pada loket ini memberikan informasi 
pertanahan yang berupa macam/jenis layanan yang ada, persyaratan, 





Loket II: pelayanan penerimaan dan penyerahan surat yang bersifat 
umum dan teknis Pada loket ini melayani permohonan masyarakat 
terhadap kegiatan pertanahan, antara lain: a. Permohonan pengukuran. 
b. Permohonan hak atas tanah. c. Permohonan peralihan hak yang 
berupa jual beli, hibah, tukar menukar dan warisan. d. Permohonan 
sertipikat melalui pelayanan/pengakuan hak. e. Pelayanan konversi, 
surat keputusan. f. Permohonan ijin lokasi. g. Permohonan perubahan 
penggunaan tanah.  
Loket III : pelayanan bendaharawan khusus penerima Pada loket ini 
melayani pembayaran terhadap semua jenis layana pertanahan yang 
ada.  
Loket IV : pengambilan sertipikat Pada loket ini melayani produk 
layanan pertanahan, antara lain sertipikat tanah, Sertipikat Hak 
Tanggungan (SKPT), Surat Keputusan Pendaftaran Tanah. 
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebelum Masa Pandemi 
Covid-19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal solusi penyelesaiannya 
dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:  
         Skema Tahapan Penyelesian Sengketa Pertahanan Sebelum Pandemi 










a. Pertama, Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus. Pengaduan 
disampaikan melalui Loket pengaduan. Dilakukan Register terhadap 
pengaduan yang diterima.  
b. Kedua, Pengkajian Kasus. Pengkajian konflik dilakukan dengan melakukan 
pengkajian akar dan riwayat konflik untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Pengkajian konflik 
pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisisdata konflik 
yang terjadi. Hasil dari penelitian dan analisa data dipergunakan untuk 
menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. 
Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum 
berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang 
hasilnya kemudian dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya 
menghasilkan rekomendasi penanganan konflik.  
c. Ketiga, Penanganan Kasus.  
         Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah. Juga untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih pemanfaatan, 
penggunaan, penguasaan dan melilikan tanah. Untuk suatu kasus pertanahan 
tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan 
kasus potensi konflik strategis.  
           Penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan dengan : 
1) Penelitian/pengolahan data pengaduan; yang meliputi : penelitian 





serta data dukung lainnya, kajian kronologi sengketa dan konflik, dan 
analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi. 
2) Penelitian lapangan; meliputi penelitian keabsahan atau kesesuaian data 
dengan sumbernya, pencarian keterangan dari saksi-saksi terkait, 
peninjauan fisik tanah obyek yang disengketakan, penelitian batas tanah, 
gambar situasi, peta bidang, Surat Ukur, dan kegiatan lain yang 
diperlukan.  
3) Penyelenggaraan Gelar Kasus; tujuannya antara lain untuk menetapkan 
rencana penyelesaian, memilih alternatif penyelesaian dan menetapkan 
upaya hukum. Jenis gelar kasus terdiri dari (a)  gelar internal, (b) gelar 
eksternal, (c) gelar mediasi, dan (d) gelar istimewa,  
4) Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD); merupakan dokumen 
resmi BPN RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen 
penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang merupakan 
rangkuman hasil penanganan kasus/sengketa dan konflik pertanahan. 
Risalah Pengolahan Data disusun berdasarkan komitmen terhadap 
kebenaran, kejujuran dan prosedur, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
5) Penyiapan Berita Acara/Surat/ Keputusan; 
6) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.  
d. Keempat, Penyelesaian Kasus.  
          Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 





2) Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan 
putusan pengadilan; 
       Kantor Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk 
tidak melaksanakannya, yaitu : 
1) Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan 
2) Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan 
3) Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara 
lain 
4) Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
5) Penyelesaian melalui proses mediasi 
6) Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi; 
7) Pencatatan dalam Sertifikat dan/ atau Buku Tanah serta Daftar Umum 
lainnya; dan secara hukum.  
8) Penyiapan Berita Acara/Surat/ Keputusan; 
9) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.  
           Kasus pertanahan sendiri membedakan yang namanya sengketa, konflik, 
dan perkara pertanahan. Sengketa tanah sendiri merupakan perselisihan antara 
orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 
Sementara konflik tanah adalah perselisihan pertanahan baik orang, kelompok, 
organisasi, badan hukum yang mempunyai kecenderungan atau sudah 





pertanahan yang penanganan perkara dan penyelesaiannya melalui lembaga 
peradilan.  
          Pasal 4 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis 
laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan pengaduan 
masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-
masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. 
Namun, mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan 
aduan di-register. Terhadap temuan dan aduan tersebut dilakukan analisa 
secara mendalam untuk mengukur dan mengetahui apakah kasus pertanahan itu 
menjadi kewenangan kementerian. Pasal 11 ayat (3) Permen Agraria Nomor 11 
Tahun 2016 menyebutkan sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan 
kementerian, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang.  
           Sengketa atau konflik itu antara lain, kesalahan prosedur dalam proses 
pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam 
proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, 
kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, 
kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak 
atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat 
kesalahan.  
           Selanjutnya, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data 
pendaftaran tanah, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat 
pengganti, kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, kesalahan 
prosedur dalam proses pemberian izin, Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, 





           Selain sengketa atau konflik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang tidak berwenang menangani kasus pertanahan. Namun, Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi 
penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi. Jalur mediasi dalam 
aturan ini ditempuh juga untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi 
kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian.  
            Penyelesaian melalui jalur mediasi dapat ditempuh apabila para pihak 
sepakat melakukan perundingan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat 
bagi kebaikan semua pihak. Jika salah satu pihak saja menolak, maka 
penyelesaiannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Teknisnya, mediasi dilakukan paling lama 30 hari dimana untuk mediatornya 
berasal dari kementerian, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.  
           Dalam hal mediasi ditemukan kesepakatan, maka selanjutnya dibuat 
perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para 
pihak. Setelah itu, perjanjian perdamaian itu didaftarkan pada Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri setempat untuk memperolah kekuatan hukum mengikat. 
Yang perlu dicatat, mediasi dianggap batal apabila setelah diundang tiga kali 
secara patut, para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak hadir. 
Sehingga, para pihak dipersilahkan menyelesaikan sengketa atau konflik 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
            Terkait dengan eksekusi, keputusan penyelesaian sengketa atau konflik 
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Terhadap keputusan itu wajib 
dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya. 





alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan. Ketiganya, yakni sertifikat yang 
akan disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak 
hukum lainnya, tanah yang menjadi objek pembatalan menjadi objek hak 
tanggungan, serta tanah telah dialihkan kepada pihak lain.  
           Terkait dengan penanganan perkara, dalam konteks ini, penanganan 
perkara yang dilaksanakan dalam perkara di peradilan perdata atau tata usaha 
negara (TUN) dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi pihak. 
Kalau kementerian kalah dalam perkara, Kementerian dapat melakukan upaya 
hukum meliputi perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 
Selain itu, pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli 
dari Kementerian melalui Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah 
BPN, atau Menteri. Sementara, dalam hal perkara di pengadilan tidak 
melibatkan Kementerian sebagai pihak namun perkaranya menyangkut 
kepentingan Kementerian, maka Kementerian dapat melakukan intervensi.  
            Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk 
ditunda, diantaranya objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, 
terhadap objek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya, serta alasan-
alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
            Pasal 50 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 mengatur bahwa 
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 





setempat atau langsung diajukan ke Kementerian, khusus dalam hal 
permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar. 
e. Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal 
          Tata cara pemberian Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan. Dalam tata cara pemberian hak milik pada umumnya seorang 
pemohon sebelum melakukuan permohonan hak atas tanah, tentu saja telah 
mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon.  
        Kewenangan teknis dalam permohonan untuk memperoleh hak atas 
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh Seksi Hak-
hak Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Sub Seksi 
(Subsi) pemberian hak-hak atas tanah. Adapun tata cara pemberian hak 
milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal adalah 
sebagai berikut:  
1) Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik 
Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 
a) Hak Milik dapat diberikan kepada: 
(1) Warga Negara Indonesia 
(2) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank 





oleh Pemerintah. Karena pemberian Hak Milik untuk badan 
hukum ini hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang 
benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan 
fungsinya.  
b) Permohonan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, 
permohonan untuk memperoleh hak milik harus ditempuh sebagai 
berikut: 
c) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. 
d) Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 
(1) Keterangan mengenai pemohon:  
(a) apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat 
tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai 
isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi 
tanggungannya.  
(b) apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 
peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 
pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 34 
penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai 
hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  






a) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, 
surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 
dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan 
pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti 
perolehan tanah lainnya.  
b) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 
Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 
c) Jenis tanah (pertanian/non pertanian). 
d) Rencana penggunaan tanah 
e) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).  
3) Syarat-syarat Pemberian Hak Milik  
a) Mengenai pemohon: 
    (1) Jika perorangan Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohon 
harus dilampiri: 
(a) Foto copy Kartu Penduduk 
(b) Surat bukti kepemilikan tanah 
(c). Surat pernyataan diatas segel atas penguasaan fisik atas tanah 
(d) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 
(e) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan 
aslinya 
 (f). Surat Ukur 
 (g) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan 
status tanah-tanahnya yang telah dimilik pemohon termasuk 





(h) Surat Ijin Mendirikan Bangunan 
b) Jika badan hukum Blanko permohonan hak yang telah diisi 
pemohonharus dilampiri: 
(1) Surat penunjukan dari Menteri (Sesuai PP No. 38 tahun 1963 
tentang penunjukan Badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik atas tanah)  
(2) Foto copy Kartu Penduduk 
(3) Akte pendirian badan hukum (bila berbentuk “yayasan” yang 
telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat) 
(4) Surat pengesahan badan hukum dari Menteri kehakiman 
Republik Indonesia)  
(5) Ijin lokasi 
(6) Surat bukti perolehan tanah  
(7) Surat Ijin Mendirikan Bangunan  
(8) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan aslinya 
(9) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN atau 
surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat 
persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non 
PMA/PMDN. Mengenai tanahnya a) data yuridis: sertifikat, 
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan 
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari 
Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, 
dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. b) data fisik: surat 






B. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-
19 di Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal. 
 Tahapan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten  Tegal pada dasarnya sama baik sebelum maupun sesudah masa 
pandemi Covid-19. Penyelesaian yang sama dalam hal ini  yang dimaksudkan 
bahwa secaa adminisratif ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
Pandemi covid-19 secara nasional maupun kedaerahan disebut-sebut masih 
belum mencapai puncaknya, bahkan wabah itu diprediksi baru berakhir pada 
bulan September-Oktober mendatang. Hal itu membuat pemerintah mengeluarkan 
beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) yang kini 
telah diterapkan di berbagai kota besar. Pemberlakukan PSBB tersebut tentu 
secara langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan kontrak 
dalam bisnis dan berpotensi menimbulkan sengketa.  
Fenomena covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus Force 
Mejeur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) sedang merancang pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang 
meliputi Hak Tanggungan, pengecekan sertipikat, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan 
penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).  Dengan 
memaksimalkan pelayanan elektronik atau online di masa pandemi Covid-19 ini 
dapat mengubah kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan 
pertanahan berbasis elektronik di Kementerian ATR/BPN.  Hal ini dapat menjadi 





Di tengah pandemi virus korona (Covid-19) Kementerian ATR/BPN tetap 
berupaya untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia 
pada tahun 2025. Program prioritas nasional yaitu program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL), dilaksanakan sesuai protokol pencegahan dan 
penanganan virus Covid-19 dalam pelaksanaannya.  Tahun ini akan ada 
penyesuaian target akibat adanya keterbatasan ruang gerak karena protokol 
pencegahan dan penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran untuk penanganan 
Covid-19.   
Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang terjun ke lapangan di 
beberapa wilayah Kecamatan/kelurahan yang sudah zona merah, harus tetap patuh 
terhadap protokol Covid-19. Daerah merah juga itu kan ada pembatasan ruang 
masyarakat, jadi protokol Covid-19 di lapangan tetap harus dilaksanakan, namun 
tidak mengumpulkan orang. Pegawai yang turun ke lapangan juga sangat dibatasi, 
baik dari pelaksanaan ukur tanah maupun  pengambilan data dari masyarakat.  
Selain mengupayakan pendaftaran tanah dengan menggunakan protokol 
Covid-19 yang ketat, guna mendukung tetap bergeraknya dunia usaha, 
memberikan relaksasi terhadap pelayanan penetapan hak atas tanah.  Saat ini 
terdapat kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai hingga 31 Desember 2020. Perpanjangan tersebut berdasarkan putuskan 
Menteri ATR/Kepala BPN melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 
tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas 





atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang Telah atau Akan Berakhir pada Masa 
Status Tanggap Darurat Covid-19.   
Di tengah terbatasnya pergerakan dijelaskan juga layanan elektronik 
menjadi andalan Kementerian ATR/BPN. Beberapa pelayanan pertanahan yang 
telah dapat dilaksanakan dengan sistem elektronik, yaitu Hak Tanggungan, 
pengecekan sertifikat, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penerbitan Surat Keterangan 




          Penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun seringkali 
penyelesaian kasus melalui jalur litigasi berujung dengan munculnya masalah-
masalah baru, karena penyelesaian melalui jalur litigasi akan mengasilkan win-lose 
solution. Sehingga  ada  pihak-pihak  yang tidak puas atas putusan pengadilan 
karena dirasa lebih menguntungkan pihak lain. Selain itu tumpang tindih 
keputusan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara juga seringkali 
menimbulkan sengketa baru di bidang pertanahan.  
         Penyelesaian kasus pertanahan secara non litigasi saat ini memang lebih 
banyak digunakan, karena menitik beratkan pada win-win solution untuk kedua 
pihak. Saat ini penyelesaian secara non litigasi yang lebih dikenal dengan istilah 
Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999 





         Salah satu program prioritas dari Badan Pertanahan Nasional adalah terkait 
penanganan kasus pertanahan. Di mana telah diketahui bersama bahwa kasus 
pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan 
kepada Badan Pertanahan Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, 
penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan 
pertanahan nasional. Salah satu kebijakan yang digunakan sebagai panduan dalam 
penanganan kasus pertanahan adalah Peraturan  Kepala  BPN RI Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 
Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani 
oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan 
dengan tahapan sebagai berikut:  
           Pertama, Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus. Pengaduan 
disampaikan melalui Loket pengaduan. Dilakukan Register terhadap pengaduan 
yang diterima. 
            Kedua, Pengkajian Kasus. Pengkajian konflik dilakukan dengan 
melakukan pengkajian akar dan riwayat konflik untuk mengetahui faktor 
penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Pengkajian 
konflik pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data 
konflik yang terjadi. Hasil  dari  penelitian  dan analisa data dipergunakan untuk 
menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. 
Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum berdasarkan 
data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang hasilnya kemudian 
dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi 





          Ketiga, Penanganan Kasus. Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Juga untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih 
pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan melilikan tanah. Untuk suatu kasus 
pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim 
penanganan kasus potensi konflik strategis. Penanganan sengketa  dan konflik 
pertanahan dilakukan dengan : (a) Penelitian/pengolahan data pengaduan; yang 
meliputi : penelitian kelengkapan dan keabsahan data, pencocokan data yuridis 
dan data fisik serta data dukung lainnya, kajian kronologi sengketa dan konflik, 
dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi. (b) Penelitian lapangan; 
meliputi penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya, pencarian 
keterangan  dari  saksi-  saksi terkait, peninjauan fisik tanah obyek yang 
disengketakan, penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, Surat Ukur, 
dan kegiatan lain yang diperlukan. (c) Penyelenggaraan Gelar Kasus; tujuannya 
antara lain untuk menetapkan rencana penyelesaian, memilih alternatif 
penyelesaian dan menetapkan upaya hukum. Jenis gelar kasus terdiri dari :Gelar 
Internal, Gelar Eksternal, Gelar Mediasi, Gelar Istimewa, (d) Penyusunan Risalah 
Pengolahan Data (RPD); merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi 
bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan penyelesaian kasus 
pertanahan, yang merupakan rangkuman hasil penanganan kasus/sengketa dan 
konflik pertanahan. Risalah Pengolahan Data disusun berdasarkan komitmen 
terhadap kebenaran, kejujuran dan prosedur, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. (e) Penyiapan Berita Acara/Surat/ 





          Keempat, Penyelesaian Kasus. Penyelesaian suatu  kasus  pertanahan  
dikelompokkan   menjadi 2 yaitu : (a) Penyelesaian melalui jalur hukum/ 
pengadilan. (b) Penyelesaian  sengketa  dan  konflik pertanahan untuk 
melaksanakan putusan pengadilan; BPN RI wajib melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan 
yang sah untuk tidak melaksanakannya, yaitu : (a) Terhadap obyek putusan  
terdapat  putusan  lain  yang  bertentangan; (b) Terhadap obyek putusan sedang  
diletakkan  sita jaminan; (c) Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek 
gugatan dalam perkara lain; (d) Alasan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang- undangan. (e) Penyelesaian melalui proses mediasi. (f) Pembatalan 
hak atas tanah karena cacat hukum administrasi; (g) Pencatatan dalam Sertifikat 
dan/ atau Buku Tanah  serta Daftar Umum lainnya;  dan (h) Penerbitan surat atau 
keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum 
administrasi dalam penerbitannya. Sistematika serta langkah-langkah penangan- 
an kasus pertanahan tersebut telah dijabarkan secara jelas dalam Perkaban No. 3 


































              Berdasarkan uraian serta pmbahasan mengenai penyelesaian sengketa 
pertanahan baik sebelum atau setelah masa pandemi Covid-19 di Kantor 
Pertanahan Kabupaten  Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tahapan penyelesaian sengketa pertanahan sebelum adanya  Covid-19 di 
Kantor Pertanahan Kabupaten  Tegal yakni (a) pengaduan dan informasi kasus 
melalui Loket pengaduan, dan deregister, (b) pengkajian kasus / telaah kasus 
berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, hasilnya 
dikaji penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi 
penanganan konflik (c) penanganan kasus dan gelar kasus meliputi (1)  gelar 
internal, (2) gelar eksternal, dan (3) gelar mediasi, (d) penyelesaian kasus 
melalaui jalur hukum/pengadilan. Penyelesaian sengketa dan konflik 
pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; 
2. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang terjun ke lapangan di 
beberapa wilayah Kecamatan/kelurahan dalam rangka penyelesaian sengketa 
pertanahan pada masa / sesudah pandemi Covid-19 tetap patuh terhadap 
protokol Covid-19 yang ketat. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal melakukan 









1. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam melakukan penyelesaian 
pertanahan sebelum Covid-19 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
namun perlu ditingkatkan tingkat ketelitian dan akurasi data para pemohon 
sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat memperlama waktu 
atau proses pengurusan. 
2. Penyelesaian pertanahan setelah masa Covid-19 yang dimulai dari pengaduan 
masyarakat hendaknya ada tindaklanjut lebih cepat dengan melakukan penanganan 
intensif terhadap kasus-kasus yang dianggap strategis dan melakukan 
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